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Pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh telah diatur dalam peraturan
daerah Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
Pengelolaan keuangan negara secara Islam telah diatur dalam bidang siyasah
maliyah. Pendapatan negara dalam Islam itu dipungut dari zakat, ghanimah, fa’i
dan masyarakat muslim tidak perlu membayar pajak. Namun, seiring berjalannya
waktu hal tersebut sudah tidak ada, maka ulama sepakat menyetujui bahwa pajak
dibolehkan untuk kemaslahatan umat, termasuk pajak restoran. Adapun rumusan
masalah dalam skripsi adalah bagaimana mekanisme penetapan pemungutan
pajak restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh, bagaimana
pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh
ditinjau menurut Siyasah Maliyah. Kajian ini menggunakan metode penelitian
yuridis empiris dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian yaitu wajib
pajak harus aktif menghitung, melaporkan, dan menyetor sendiri besarnya pajak
yang akan di bayar setiap bulannya. Namun ada juga sistem office assesment yaitu
petugas pajak dari kantor BPKK yang akan datang ke restoran untuk menagih
pajak tersebut. Apabila wajib pajak tidak taat pajak seperti tidak membayar dalam
3 bulan maka akan terkena sanksi administrasi denda sebesar 1% per bulannya.
Menurut konsep siyasah maliyah, dalam sistem perpajakan yang ideal, keadilan
harus menjadi prioritas utama, sehingga pajak restoran yang diterapkan benar-
benar mencerminkan kepentingan seluruh rakyat tanpa membebani satu pihak.
Dengan demikian, perpajakan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga
menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan umat sebagaimana yang
digagas dalam figh Siyasah Maliyah.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Di bawabh ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf | Na | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab ma | Latin Arab Latin
\ ARf | tidak tidak L ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik di
bawah)
- B3’ B Be L Z3 z zet
(dengan
titik di
bawah)
< Ta’ T Te ¢ ‘ain ; koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es (dengan ¢ Gain G Ge
titik di
atas)
z Jim J je < Fa’ F Ef
z Ha’ h ha 3 Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)
z Kha’ Kh | kadan ha < Kaf K Ka
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3 Dal D De J Lam L El
3 Zal zet N Mim M Em
(dengan
titik di
atas)
J Ra’ R Er J Nun N En
B Zai Zet E) Wau W We
o Sin S Es > Ha’ H Ha
o Sytn Sy es dan ye 3 Hamz ¢ Apostrof
ah
o Sad S es (dengan @ Ya’ Y Ye
titik di
bawah)
U= Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I
dammah U U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:




Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
&... fathah dan ya’ Ai adan i
5. fathah dan wau Au adanu
Contoh:
uﬁ -kataba
d=2  fa‘ala
82 Zukira
CaYy  —yazhabu
d —su'ila
&S kaifa
Jds - -haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
s fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’
e kasrah dan ya’ 1 1 dan garis di atas
3 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
de  _gala
&) -ramad
d—\-"' -qila
J59  -yaqiilu

4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk ta ‘marbiitah ada dua:

1. Ta’ marbutah hidup
ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
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2. Ta’ marbitah mati
ta’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbiitah itu ditransliterasikan
dengan ha (h).

Contoh:

JUbYRa;  -raud ah al-ayal

-raud atul atfal

U)MS “‘»-‘-'JA]‘ -al-Madinah al-Munawwarah

s -AL-Madinatul-Munawwarah
Al _alhah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah

tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.

Contoh:
‘-‘-U -rabbana
Jos -nazzala
ol -al-birr
&l -al-hajj
Azl -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu ( J' ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

qamariyyah.

1)

2)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /// diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis
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terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
BN -ar-rajulu
Y -as-sayyidatu
i) -asy-syamsu

Alall -al-galamu
&l -al-badri ‘u
JoA -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata.Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

O34 G g khuzina
¢ 5l -an-nau’
(s -syai’'un
ol | -inna
f—un\ -umirtu
5y -akala

8. Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:

GO0 a5l -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
&) Sl 5LH1 38314 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
BRECFRY] -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul-Khalil
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b L a3l Haa dll ol -Bismillahi majraha wa mursah

il o o B e g -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man istata‘a
ilahi sabila
W ) ¢ Ui pa -Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistata ‘a ilaihi
sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
NEENRTECREY -Wa ma Muhammadun illa rasul
o Wl foa 5 & o=l 8] -Inna awwala baitin wud i ‘a linndasi

485 L A&y Lsdﬂ lallazi bibakkata mubarakkan
Gl i g S ) Gima e -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’anu
. -Syahru Ramad anal-lazi unzila frhil qur’anu
omall Y L N5 _Wa lagad ra’ ahu bil-ufiq al-mubin
Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
Gad Wl Gy 8l Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

G Byl Ga¥al  -Nasrun minallahi wa fathun qarth
Giea 5N -Lillghi alamru jamT ‘an
Lillahil-amru jami ‘an
e e s 0K W5 -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim
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10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen utama penerimaan negara yang
pengelolaannya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagai sarana untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan nasional, pajak
berkontribusi dalam upaya mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan
bersama seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan
untuk membayar pajak, di mana pelaksanannya memiliki sifat memaksa. Peranan
pajak sangat vital dalam pembentukan kebijakan ekonomi negara, sebab
pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor pajak untuk mendorong

pertumbuhan dan perbaikan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.!

Peningkatan pendapatan suatu negara dipengaruhi oleh berbagai sumber
pendapatan. Salah satunya adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
bersumber dari hasil pajak daerah. Pemerintah pusat telah menentukan beberapa
pajak yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu, pajak hotel, pajak
reklame, pajak parkir, pajak hiburan, pajak restoran, pajak air dan tanah, dan pajak

sarang burung walet.?

Salah satu daerah yang melaksanakan hal tersebut adalah kosta Banda Aceh.
Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Banda Aceh juga memiliki
sumber pendapatan asli daerah salah satunya dari pajak restoran. Pajak restoran
adalah salah satu jenis pajak daerah yang semakin berkembang seiring dengan
meningkatnya perhatian terhadap komponen pendukung, seperti sektor jasa,

dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan upaya

! Multiningsih, P. S., Arenawati, A., & Yulianti, R, Strategi Pengelolaan Pajak Daerah
Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kota Serang, Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN
(Asosiasi llmuwan Administrasi Negara), Vol 9, No 2, (2021) hlm 291-302.

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



sistematis yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, di mana

pelaksanaannya memerlukan peran aktif yang fundamental dari pemerintah.

Penerapan pajak restoran di Banda Aceh telah ditetapkan melalui Qanun Kota
Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, menandai peran
strategis pajak restoran sebagai komponen vital dalam pendapatan asli daerah.
Pajak restoran merupakan pungutan atas jasa yang diberikan oleh usaha restoran.
Dalam hal ini, restoran didefinisikan sebagai segala bentuk usaha yang
menyediakan makanan dan/atau minuman dengan sistem pembayaran, yang
meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta usaha sejenis lainnya,
termasuk pula jasa boga atau katering. Objek dari pajak ini adalah layanan yang
diberikan oleh restoran dengan imbalan tertentu. Bentuk layanan yang dikenakan
pajak meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dapat dikonsumsi di
lokasi usaha atau dibawa ke tempat lain oleh konsumen. Pemerintah Kota Banda
Aceh memberlakukan tarif pajak restoran sebesar 10 persen dari total nilai

transaksi.’

Pada zaman Rasulullah SAW, pajak belum menjadi bagian dari sistem
keuangan negara karena kondisi finansial kaum muslim yang mencukupi. Namun,
seiring dengan penyebaran Islam dan pertumbuhan negara, kebutuhan pendanaan
meningkat untuk memenuhi kebutuhan negara dan menjamin hak-hak rakyat.
Contohnya, pada masa Dinasti Abbasiyah, sistem keuangan negara telah
berkembang dengan baik, termasuk pencatatan anggaran pemasukan dan
pengeluaran yang lengkap. Berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin yang
mengandalkan zakat sebagai sumber keuangan negara, Dinasti Abbasiyah juga
menggunakan kharaj (pajak tanah) sebagai sumber pemasukan tambahan untuk

memenuhi kebutuhan negara yang semakin meningkat.*

3 Qanun Kota Banda Aceh No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
4 Nasrudin, Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia, Jurnal Al-Adalah,
Vol. 10, No. 1, (2011). Him 11



Tata keuangan dalam Islam sudah di atur dalam sebuah bidang keilmuan yang
disebut dengan Fiqih Siyasah Maliyah. Siyasah Maliyah secara khusus mengatur
hubungan yang terjadi antara pemerintah dengan individu, berbagai sumber
pendapatan negara, baitul mal, serta aspek lain yang berkaitan dengan
pengelolaan kekayaan dan aset negara. Unsur ini merupakan salah satu pilar
utama dalam tatanan pemerintahan Islam, sebab Siyasah Maliyah berperan
langsung dalam pengaturan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara.’
Dalam kajian Figh Siyasah Maliyah yang merujuk pada Al-Qur’an sebagai
landasan utama dalam penyusunan regulasi terkait manajemen keuangan dan
sumber pendapatan negara, terdapat beberapa ayat yang menjadi acuan penting.

Salah satu ayat yang mendasari penetapan aturan mengenai pengelolaan fiskal

negara sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut:

Q.S. Al-Hasyr Ayat 7

T 05K T § e oo oisCodipandly G sl Jaasty B (o ST 1 s Je 21 WG
il S503 2 5 B 1 Tt dee K5 ag 4508 O3 K Ty K B9 o

Artinya : Harta rampasan fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang
berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul,

kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk
orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang
diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya

bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah.
Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya..

Ayat tersebut menyebutkan salah satu sumber pendapatan negara, yaitu harta
rampasan (Fa'l), yang pemanfaatannya diarahkan untuk kemaslahatan rakyat.
Sejarah Islam mencatat berbagai sumber pendapatan negara pada masa Nabi dan
Khulafaur Rasyidin. Namun, seiring perkembangan zaman, sumber pendapatan

negara mengalami perubahan, termasuk munculnya pajak restoran yang belum

5 Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), Hlm 317.



ada pada masa Nabi dan Sahabat. Meskipun demikian, Islam sebagai agama yang
komprehensif tentu memiliki pandangan hukum terkait dengan hal ini, yang

dibahas dalam figh siyasah maliyah.

Pemungutan pajak restoran salah satunya dilakukan untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah seperti membiayai pembangunan infrastruktur,
pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemungutan pajak restoran di Banda Aceh
dibawah kewenangan Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK), dimana BPKK
memiliki hak atas penetapan pajak restoran di kota Banda Aceh. Siyasah Maliyah
adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan negara. Teori
siyasah maliyah dalam pajak berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dalam
perspektif Islam. Siyasah maliyah mengatur pemasukan, pengelolaan, dan
pengeluaran keuangan negara, termasuk pajak, untuk kemaslahatan umum
dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Pajak, dalam konteks ini, dilihat
sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai
berbagai kepentingan umum seperti pembangunan dan kesejahteraan Dalam
konteks pemungutan pajak restoran, Siyasah Maliyah dapat membantu
memahami bagaimana pajak yang dipungut dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi berdasarkan latar belakang diatas, penulis terarik untuk mengkaji dan
membahas lebih dalam tentang Pemungutan Pajak Restoran Oleh Badan
Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Ditinjau Dari Perspektif Figh Siyasah
Maliyah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum yang timbul, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme penetapan pemungutan pajak restoran oleh

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh?



2. Bagaimana pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan

Keuangaan Kota Banda Aceh ditinjau melalui konsep Siyasah Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan dan pemungutan pajak restoran
oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh
2. Untuk mengkaji tinjavan siyasah maliyah terhadap mekanisme
pemungutan pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota

Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam setiap penelitian,
termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Langkah ini diambil guna mencegah
terjadinya plagiasi serta pengulangan penelitian melalui penelaahan atas judul
yang diajukan. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, sejauh
ini belum ditemukan riset lain yang secara khusus maupun secara mendalam
membahas topik yang diangkat oleh penulis dalam judul . “Pemungutan Pajak
Restoran Oleh Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh Ditinjau Dari
Perspektif Siyasah Maliyah”. Namun demikian, penulis menemukan beberapa
riset lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Berikut akan diuraikan
penelitian-penelitian terdahulu serta analisis mengenai persamaan dan perbedaan
dengan penelitian yang tengah dikaji. Pertama, skripsi karya Ade Siti Nurrahmah
berjudul "Implementasi Pemungutan Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan
Daerah No.6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Katering)" mengulas
penerapan Perda No.6 Tahun 2011 mengenai pajak restoran. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara
maksimal. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya ketidaksesuaian laporan

penjualan yang disampaikan wajib pajak dengan data keuangan riil, serta tingkat



kepatuhan membayar pajak yang masih rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan

efektivitas pemungutan pajak restoran di wilayah tersebut belum optimal.

Terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan
skripsi yang menjadi fokus kajian penulis. Perbedaan utama terletak pada aspek
yang diteliti: skripsi ini menitikberatkan pada analisis efektivitas pelaksanaan
peraturan daerah, khususnya dalam mengkaji sejauh mana regulasi tersebut
diimplementasikan secara optimal. Sementara itu, penelitian yang penulis
lakukan lebih berfokus pada prosedur dan mekanisme pemungutan pajak yang
dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Acech.
Meskipun demikian, kedua studi ini sama-sama mengeksplorasi isu yang
berkaitan dengan pajak restoran, sehingga memberikan kontribusi pemahaman
yang saling melengkapi dalam ranah perpajakan daerah.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Riski berjudul "Strategi
Badan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Pajak Restoran"
Penelitian ini mengulas langkah-langkah strategis yang diambil oleh Badan
Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh untuk mengoptimalkan pendapatan
pajak restoran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan
telah memenuhi sejumlah kriteria utama, seperti peningkatan mutu pelayanan dan
fasilitas pembayaran, penegakan asas keadilan, serta implementasi sanksi
administratif dan pidana melalui penindakan tegas terhadap pelanggaran. Selain
itu, diseminasi informasi perpajakan telah dilaksanakan melalui sosialisasi,
penayangan iklan di media elektronik dan billboard, serta pemasangan spanduk
di lokasi-lokasi vital.

Penelitian dalam skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis
lakukan, dimana skripsi dimaksud menyoroti strategi BPKK dalam meningkatkan
penerimaan pajak restoran di Kota Banda Aceh. Sementara itu, penelitian penulis

fokus pada mekanisme pemungutan pajak restoran yang dilaksanakan oleh



BPKK. Meski demikian, kesamaan keduanya terletak pada lokasi penelitian,
yakni sama-sama dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Sinta Pramana dan Mahdi Syahbandir
dengan judul "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Oleh Dinas Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh" Penelitian ini bertujuan
menilai sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Banda Aceh
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan menelaah upaya
DPKAD dalam mengatasi hambatan tersebut. Data dikumpulkan melalui studi
pustaka yang meliputi literatur, peraturan, pendapat pakar, serta karya ilmiah
sebagai data sekunder, dan juga melalui wawancara dengan informan kunci
sebagai data primer. Hasil temuan menunjukkan bahwa pemungutan pajak
restoran di Banda Aceh masih belum optimal dan belum sepenuhnya mematuhi
ketentuan hukum. Permasalahan yang diidentifikasi mencakup ketidakdisiplinan
wajib pajak dalam pelaporan triwulanan, rendahnya intensitas pengawasan
lapangan oleh petugas, serta sekitar 10% dari 189 warung kopi terdaftar di
DPKAD yang menunda pembayaran pajak, sehingga proses pemungutan pajak
menjadi kurang efektif.

Jurnal tersebut memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang dilakukan penulis. Perbedaan utamanya terletak pada fokus
pembahasan; penelitian terdahulu meneliti faktor-faktor yang memengaruhi
keengganan wajib pajak dalam membayar pajak restoran serta langkah-langkah
yang diambil DPKAD Kota Banda Aceh terhadap wajib pajak yang tidak
melaporkan pajak. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada penetapan tarif
pajak restoran menurut Qanun, yaitu sebesar 10% dari pendapatan, namun
realisasinya belum sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Kota Banda Aceh
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nurmaynita Sari Nugraha Samir yang
"Efektivitas Kebijakan Pembayaran Pajak Restoran Di Kota Parepare : Analisis



Siyasah Dusturiyah”. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmaynita Sari Nugraha
Samir ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan pembayaran pajak
restoran di Kota Parepare melalui perspektif siyasah dusturiyah. Studi deskriptif
kualitatif ini memanfaatkan data dari Badan Keuangan Daerah Parepare serta
pelaku usaha restoran, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa, pertama, regulasi
daerah terkait pajak restoran mempermudah pelaku usaha dalam proses
pembayaran, meskipun sebagian restoran belum sepenuhnya melaksanakan
kewajiban pajaknya. Kedua, penerapan sistem self-assessment dinilai kurang
efektif dan efisien akibat minimnya kesadaran wajib pajak. Ketiga, implementasi
pajak restoran masih belum sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah,
sebab tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak untuk
pembangunan daerah masih rendah.

Skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh
penulis, yaitu skripsi tersebut membahas tentang metode pembayaran pajak yaitu
self assesment dan dianalisis menurut siyasah dusturiyah, sedangkan penelitian
yang dikaji oleh penulis membahas pemungutan pajak restoran yang dilakukan
oleh BPKK yang ditinjau menurut siyasah maliyah. Namun, kedua penelitian
tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama mengambil data penelitian di Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Budi Setiawan berjudul “Implementasi
Pemungutan Pajak Penghasilan Selebgram Dalam Perspektif Figh Siyasah
Maliyah (Studi Kasus Pada Selebgram di Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini
bermaksud menelaah penerapan pemungutan pajak penghasilan bagi selebgram
di Kota Bandar Lampung melalui sudut pandang Figh Siyasah Maliyah. Studi ini
menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data primer berupa
wawancara dengan selebgram, serta data sekunder dari literatur terkait. Temuan
riset mengungkapkan bahwa penghasilan selebgram digolongkan sebagai objek

pajak dan dikenai PPh 21 dengan tarif antara 5 hingga 35 persen dari pendapatan



bruto. Berdasarkan Figh Siyasah Maliyah, pemungutan pajak atas penghasilan
selebgram dipandang esensial dalam rangka memenuhi kebutuhan penerimaan
negara.

Skripsi ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan skripsi yang
penulis teliti. Perbedaanya yaitu skripsi ini membahas tentang pemungutan dari
pajak selebgram. Sedangkan penelitian yang penulis teliti membahas tentang
pemungutan pajak restoran. Persamaannya yaitu keduanya mengkaji melalui

konsep siyasah maliyah.

E. Penjelasan Istilah

1. Pemungutan Pajak

Pemungutan merujuk pada aktivitas pengambilan sesuatu secara sengaja
untuk memenuhi tujuan tertentu. Pajak sendiri adalah kontribusi wajib yang
dikenakan kepada warga negara oleh pemerintah berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku, bersifat memaksa, dan tidak memberikan balas jasa
secara langsung. Dana yang dikumpulkan melalui pajak tersebut digunakan
untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan mendukung pelaksanaan
fungsi pemerintah, khususnya dalam lingkup daerah.®
2. Pajak Restoran

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2011
mengenai Pajak Restoran, yang dimaksud dengan pajak restoran adalah
pungutan atas layanan yang diberikan oleh restoran, termasuk penyediaan
makanan dan minuman yang dikenakan biaya. Pengertian ini mencakup rumah
makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta usaha jasa boga atau katering.
3. Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam system

pemerintahan islam karena berhubungan dengan keuanga negara.” Siyasah

6 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2001), Hlm 23
7 Musgrave, Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, (Jakarta : Sinar Grafika,
2012), hlm 43.



maliyah mengindikasikan upaya mengatur keuangan publik dengan cara
yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bertujuan untuk mencapai
kemaslahatan umum, keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial dalam
masyarakat. Figh siyasah maliyah membahas perlindungan terhadap hak-hak
masyarakat kurang mampu, serta mengatur manajemen sumber daya alam

dan kegiatan perekonomian negara.

F. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan sebuah metode yang baik dan benar
agar penelitian tersebut mendapatkan hasil seperti apa yang diinginkan. Maksud
dari metode adalah cara yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian,
sedangkan penelitian ialah suatu istilah yang digunakan dalam menamakan suatu
pemikiran yang sistematis menyangkut berbagai jenis masalah yang

pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.®

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-
undang (statute approach, yang mana penulis terapkan untuk
mengidentifikasi regulasi dan kebijakan Qanun Kota Banda Aceh No7
Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dalam pemungutan pajak restoran di
Kota Banda Aceh. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual
(conceptual approach)’ yang mempertimbangkan pemungutan tersebut
dengan konsep siyasah maliyah. Pendekatan ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pemungutan pajak restoran di kota banda aceh

ditinjau melalui Siyasah Maliyah.

8 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, ( Bandung: Pustaka Setia, 2009 ), him
13.

® Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu
Media, 2007), hlm. 300.
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2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris, yakni suatu pendekatan
yang berfokus pada evaluasi efektivitas penerapan hukum dalam praktik.
Pada konteks ini, aspek yuridis digunakan untuk menelaah regulasi terkait
pajak restoran, sedangkan perspektif empiris diterapkan untuk menilai
kinerja BPKK dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut pajak

restoran.

3. Sumber Data
Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni:
a. Data Primer
Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan
secara langsung dari narasumber atau informan penelitian,
misalnya melalui wawancara yang akan dilaksanakan oleh peneliti
dalam studi ini. Menurut Moleong, data primer merupakan data
yang diperoleh langsung dari sumber utama, baik individu maupun
kelompok, melalui teknik seperti wawancara dan observasi. !’
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari
sumber pertama seperti peraturan, buku, jurnal, dan berita.
Sugiyono menyebutkan data sekunder adalah sumber data yang
diperoleh secara tidak langsung, yang artinya data tersebut
diperoleh dari sumber-sumber yang tidak langsung memberikan

data kepada peneliti. !

10 Moleong, L. J. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2017), hlm 157.
Ul Ibid, hlm 308
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4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka
penulis mengumpulkan data menggunakan wawancara (interview), dan
studi kepustakaan.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan melalui percakapan langsung secara tatap muka dengan
informan guna memperoleh informasi faktual. Dalam penelitian
ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada
informan yang telah dipilih untuk menggali data terkait
pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran oleh BPKK Banda Aceh.
Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para

pihak yang terlibat di kantor BPKK Banda Aceh yaitu:

No | Informan Jumlah
1 | Kepala Bidang Bapak Zuhri, S.Sos
Pendataan

2 | Kasie penetapan pajak | Bapak Ardiansyah

b. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan atau literatur review adalah metode yang
digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan, menganalisis,
dan mensintesis informasi yang telah didapat sebelumnya.
Chris Hart, mengartikan studi kepustakaan merupakan tinjauan
kritis dari karya-karya ilmiah yang relevan dan terkait dengan
topik penelitian. Tujuan dari studi kepustakaan yaitu untuk

mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang ada dan untuk
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5.

6.

7.

menunjukkan bagaimana penelitian dapat memberikan kontribusi

terhadap pemahaman yang lebih baik.
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Kota
(BPKK) Banda Aceh, yang berlokasi di Jalan Tgk. Abu Lam U No. 07,
Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Sebagai
instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan
keuangan daerah, BPKK Banda Aceh dipilih karena relevansinya
dengan isu yang dianalisis dalam studi ini.
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada langkah-langkah yang
ditempuh untuk mengolah informasi yang telah dikumpulkan selama
penelitian ini. Data tersebut akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif
menggunakan model analisis interaktif. Menurut Miles dan Huberman,
analisis data kualitatif merupakan proses pengkajian data yang diperoleh
secara langsung di lapangan, baik melalui wawancara, observasi,
maupun studi dokumentasi.'?
Pedoman Penulisan

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah
penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan referensi yang
berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi
Revisi Tahun 2019, Al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh
Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI). Kemudian, penulis juga menggunakan referensi
relevan lainnya sebagai pedoman seperti peraturan perundang-undangan

terkait, buku-buku figh siyasah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang

hlm 16.

12 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992,
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memiliki keterkaitan dengan skripsi ini. Berdasarkan referensi-referensi
yang penulis jadikan sebagai pedoman, penulis berupaya untuk
menyajikan penelitian ini secara sistematis, dan mudah dipahami oleh

para pembaca.

G. Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun dalam 4 bab yang terstruktur dan saling terkait, dengan

tujuan memudahkan pembaca memahami isi pembahasan. Setiap bab membahas
topik yang spesifik dan memiliki hubungan logis dengan bab lainnya, sehingga
membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Bab pertama, yakni pendahuluan, mencakup latar belakang, perumusan
masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian,
serta sistematika penulisan. Bagian ini menyajikan penjelasan awal yang menjadi
landasan dalam memahami pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab dua memaparkan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori terkait isu
penelitian, meliputi definisi pajak, fungsi, dasar hukum, sistem pemungutan, serta
pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dipaparkan pula teori Siyasah Maliyah
yang membahas pengertian, landasan hukum, dan lingkup kajiannya.

Bab tiga, pembahasan yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu
gambaran umum lokasi penelitian, pemungutan pajak retoran oleh BPKK Kota
Banda Aceh, dan tinjauan siyasah maliyah terhadap pemungutan pajak restoran
di Kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian
skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran peneliti terkait permasalahan
yang dibahas yang dianggap penting untuk menyempurnakan penulisan skripsi

ini.
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